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PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR & TAHUN 2009
TENTANG

RENCANA TEKNIK RUANG KOTA KAWASAN 7 ULU DAN
SEKITARNYA KECAMATAN SEBERANG ULU I PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

. bahwa perkembangan fisik Lota perlu diimbangi dengan optimalisasi pemanfaatan

lahan secara optimal dengan tetap menganul prinsip-pringip proporsionalitas,
kescimbangan lingkungan, efektifitas dan efesiensi, khususnya pada Kawasan 7 Ulu
dan sckitarnya di Kecamatan Seberang Ulu T Palembang;

. bahwa sehubungan dengan huruf a, dengm@;ﬁésatnya tuntutan nasyarakat terhad ip

pemanfaatan lahan secara lebih optimal di % wasan pusat kota, perlu menirjeu can
memperbaharui Peraturan Daerah Kotamadyd Daerah Tingkat 11 Palembang Nomor 4
Tahun 1980 tentang Rencana Terperinci Pusat Perdagangan Regional Scberang Ul
Palembang;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, peiu

membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Teknik Ruang Kotn Kawasan 7 Ulu dan
Sekitarnya Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I1 dun

Kotapraja di Suraatera Selatun (i.embaran Negara Rl Tahun 1959 Nomor 3.
Tambahan |.embaran Negara Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1981 wentang Hukum Acare Piduna (L:mburan

Nepara R Tahun 1981 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 320¢ );

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tenteng Benda Cagur Budava (Lembaran Nea: a

Ri Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34 70);

. Undang-Undang Numor 23 Tahun 1997 temanz Pengelolaan Lingkungan H'dup

(Lembaran Negaa 21 Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan lcmb.ran Negars Nomor
3699);

. Undang-U'ndang Nomo~ 28 Tahun 2002 tentang Sangunan Geduny: (Lenib:zan Nega a

RI Tahun 2002 Nomor 124, Tambtahan Lembaran Nopgara Nomor 4247):

. Urdang-Undang Nemor 7/ Tahun 2094 tertang Sumber Duva Air (Leriaran Negara ']

Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomcer 437 7)-

. Undang-Undang Nemor 10 Tahan 2004 tentang Pembentukan Peraturzn et andan i-

undangan Lembzrau Negara RI Tanun 2004 Nomor 53, Tamopahan Lambarar Mega.a
Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintalian Dacrai {Lembaret,

Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahar Lembaran Negara R1 Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Ne mor 12 Tahui 2008
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teatans: Pemerintah
Daerah (Lembaran Megara I\l Thavn 2008 Nemor 59, Tambah-n lembaran Negara RI
Noumor 4844);

. Undang TIndang Noinor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antum

Pemerintah Pusat dan Pemerintanan Daerah (Lembaran Negara RI Tabur 2004 Nomor
126, Tamouahan Lembaran Negara Inomor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruarg (1.embaran Negaru F1 -
Tahun 2007 Nemoi 68, Tambahar [ emibaran Negara Nomor 4725):

Peraturan Femerintan Nomor 27 [aliun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidara
(Lenibaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara [l
Nomor 3258),

Peratirun Pemerintab Nomor 63 Tehun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Nogara
R1 Tahun 2002 Nomer | :9, Tambahan Lembaran Negara Nomaor 42423;
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Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pera‘uran Pelaksanaan | ndang-
"Jndang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 11 Tahur
2005 Norior 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 T1ahun 2006 tentang Tatz Cara Peug2ndalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahup 2006
Nomor 96, Tambahan 1 smbaran Negara Rl Nomor 4663);

Peraturan Pemerintan Nomor 40 Tahun 2006 tentany Tata Cara Penyusunan Roncana
Peoinbangunan Nasiona! (I embaran Negara Rl Tahun 2026 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara RI Momor 4664);

Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tah'u 1990 tentang Pengelolaan K awasan Lindung.
Peraturan Dacrah Kcta Palembang Nomor 8 Tahun 2900 tentang Reacana Tata Ruang
Wilyah Kota Palembang 1999-2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 200C
Nomor 11);

Peraturan Daerah Kotz Palembang Nomor 13 Tahun 2004 tentarg Pembinaan dan
Restribusi Perizinan Sangunan () embaran Dacrah Kota Palenkang ‘tahun 2004
Nomor 29); "

Peraturan Daerah Kcia I'alembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman dan
Pembinaan Operasional Penyidik ['egawai Mezed Sipil (Lemberan Daerah Kota
Palembang Tahun 2004 Nomor 31}, ' .

Peratcran Daerah Kcta Palembeng Nomor 6 Tahun 2007 tertang Hutan Kota
(Lembaran Dacrah Kvia Palembang 7ahun 2007 Nomor &);

Peraturan Daerah F.ota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urasan Pemerintahan
Kota Palembang (Lembar:n Daerak Fota Palembang Tuhun 2008 Nomor 6);

Peratoran Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tenting Pembentukan
Susunan Organisas: dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang {Lembaran Daeiah
Kota Palembang Tahun 2008 Nomcr Y);

Dengan Parsetujuar Bersama
DEWAN PERV'AKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMB.ANG
dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TEKNIK RUA G KOTA
KAWASAN 7 ULU DAN SEKITARNYA KECAMATAN SEBERAMNG ULL 1
PALEMBANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, vang dimaksud dengan :

Daerah adalah Pemerintan Kota Palembang.

Pemcrintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

Walikota adalah Walikota Palembang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.

Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Keta Kota Palembang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota Kota Palembang.

Rencana Teknik adalah pengaturan geometris pemetaan ruang yang mengpamberkan
keterkaitan antara satu bangunan dengan bangunan lainnya serta keterkaitan dengan
utilitas banzunan dan utilitas Kota atau kawasan.

Ruang Kota adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan dan ruang udara
sebagai sutu kesatuan wilayah tempat manusia dengan makhluk hidup lainay 1
melakukan kegiatannya dan memelihara kelangsungan kehidupannya.



9. Kawasan adalah suatu kesatuan wilayan yang mempunyai s.atus “ungsi lindung
dan/atau status furgsi budidaya dalam bentuk penggal atau mas jalau dan/ataa biok
lingkungan.

10. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditctapkan dengan fungs: utema untuk
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan
sumber daya buatan.

11. Kawasan Cagar Budaya adalah tempat serta ruang disekitar bangunan kernilai ouciaya
tinggi, situs peutakala dan kawasan dengan batuan geologi tertentu yai 2 mempunyai
manzaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

12. Ruang Terbuka Hijaw/Taman yang selanjutnya disingkat RTH adalah ruang di dalam
kota atau wilayah yang lebih luas, buik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau
mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka, berisi hijau tanaman atau
tumbuh-tiunbuban yang tumbuh secara alami atau tanaman budidaya.

13, Gumis Sempadan Jalan yvang sclanjutnya disingkat GSJ adalah gavis rencana jalan yang
ditetapkan dalam rencana kota.

14. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak
boleh dilampaui oleh denah bangunan kearah 687 vang ditetapkan dalam rencana kota.

15. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas lual pengamanan sungai.

16. Koefesien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka
perbandingan jumlah luas lanta: dasar terhadap luas tanah perpetakan yang szsuai
dengan rencana kota.

BAB IT
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan Kawasun 7 Ulu dan sekitanya dimaksudban sebugai unasa untuk memberikan
pedoman terhadap pemanfaatan ruang kotn bagi pemerintah dain masyacakat dalam
Daerah.

Pasal 3

Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berbijuan untuk nienat.,
mengatur dan melindungi pemanfuatan ruang kota apor tetap beriungsi cesua, dengun
peruntukannya.

BAB IlI
LITAK KAWASAN
Pasal 4
(1) Kawasan 7 Ulu dan sekitarnya seluas 61,6 hek.ar, dinyztakan dalam peta i lempir
dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturun Daerah ini.

(2) Kawasan 7 Ulu dan sekitaraya cebagaimzna dimaksud pada ayat (1), mempunai
batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara der gan Sungai Musi.
- Sebelah Felatan d2ngan lalan Jenderal A. Yauni.
- Sebelah Barat denizan Jalan SH Wardoyo dan Sungai Kenduruan,
- Sebclah Timur dengsn Sungai Aur.

BAB IV
PERUNTUKAN
Pasai 5

Kawasan 7 Ulu dan sek tarnya texdiri atas 8 (delapan) blok, dengan peruntukan seba;ai

berikut :

a. Blok I selvas 123 hektar dengan peruntukan Capar Bud:iya, Ruang Terbuka
[HijawTaman (RTH. perkantoran, perhotelan, perdagangan, jasa dan fasilias
pendukung.



b. Blok 11 seluas 6.3 hektar dengan pemntukan Carar Dudaya, Ruang Terbuks
HijawTaman (RTI), perkantoian, perhotelan, perdagangan, jas: dan fasilias
pendukung.

. Blok TII seluas 7.5 hektar Geugan peruntukan Ruang Terbuka HijawTaman (RT 0,
perdagangan, jasa, pendidikan dan fasilitas perdukung.

d. Blok TV seluas 9 0 hektar dengan peruntukan Ruang Terbuka Hijaw lanaa (RT.1),
perdagaigan, juse, pendidikan dan fasilitas pendukung

e. Blok V seluas 4,3 hektar dengan peruntukan Ruang Terbuka Hijaw/Taman (RTH),
perdagangan, jase, permukiman dan fasili.as pendukung,

£ Blok VI seluas 2.1 hektar dengan peruntukan Ruang Terbuka Hijaw/Taman (RTED),
perdagangan, perhctelan, jasa dan fasilitas pendukung.

g. Blok VII seiuas 1 hekiar dengan peruntukan Ruang Terbiia HijawTaman (RTH).
permukiman dan fasilitas pendukung.

h. Blok VIII seluas 8.1 hektar denzan peruntukan Ruang Terbuka Hijau/Taman (R),
permukiman dan faslitas pendukung.

BAﬁf@

PRASARANA LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM
DAaN FASILITAS SOSIAL

Pasal 6

(1} Kawasan 7 Ulu dan sckitaruya dilengkapi dengan prasarana jalan dan suntai,
dengan rincian sebagai beriku: :
a. Prasarana jalan cibagi dalam 3 (tiga) fungs:, terdiri atas :
1} Jalan areri alalah Jalan Jenderal A. Yani.
2) Jalan kolcktor adalah Jaian KHA Azhari dan Jalan SH Wardoye.
%) Jalan lokal/inspeksi lingkungan.

b. Sungai yang terletak di sekitar Kawasan 7 Ulu dan Sekitariya, terdiri atas:
1) Sunga: Musi :
Sungai Musi di sepanjang batas wara kawasan ini dengan Uaiis Sempac an
Sungai 20 meter.
2) Sungai Aur:
Lebar sungai 12 meter, GSI € meter, G5B 3 meter.
3) Sungai Kenduruan :
Lebar ungai 6 meter, GSJ 4 meter, GSB 3 meter.
4) Sunga’ Kademangan .
1. Paca blok I, lebar 7 meter. CSJ 4 meter, GSB 4 meter.
2. Pada blok 111, V, dan V11, lebar 7 meter, GSJ 6 meter, GSB 4 meter.

(2) Kawasan 7 Ulu dan sekitarnya dilengkapi dengan kawasen linduig dan cagar
budava, sebzgai berikut :
a. Kawasan Kampung Kapiten terletak di Blok L.
b. Bangunan Kelenteng 9/10 Ulu terletak di Blok 11
Pasal 7

Tabel Garis Sempadan Jalan (GSJ) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) di Kavraran
7 Ulu dan Sekitarnya, sebagai benikut:

No. | Kelas Jalan Nama Jaian GSJ " LeB |
1. | Asteri Jalan Jenderal A Yani 50 m 10m '
2. | Kolekter | Jalan KHA Azhari 20m__| 10 m __l
| Jalan SH Wardoyo 20 m D
3. | Lokal Jalan vang terdapat dalam
s kawasan . o ; Lgh P




BAB VI
KETENTUAN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 8

Setiap kegiatan mendirikan bangunan di Kawasan 7 Ulv dan sekivurnya diawr
berdasarkan KD sesuai dengan blok, scbagai berikut:

BLOK p diigas L TR ) ]
e SR Ali i ooly
R gy i
il 80 o B
v - e S L e P
v - e o
N VI - o 80
- VII: 60
BARB VII
PENYIDIKAN
Pasal 9

(1) Penyidikan terhadap pelanggacan Peraturan Daerah ini dilahukan oleh per yiuik
schagmmana dictur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acura Pidana.

(2) Selain Penyidik Umura, Penyicik Pepawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerinteh ota
diberikun kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelangaran I'criwaran Daer th

1ni.

(3) Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum iidak mcngatur secara tepas
kewenaugan yang diberikanrya, make penyidik pegawai neger: sipi! (P2NS) da'sn
melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), herwenang

d.

b.

1)

® e e

menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hvkun *entang adana
dugaan tindak pidana perusakan dan pencemaran lingkungan ;

melakukan iindakan pertama dan pemeriksaan pada saat itu ditenipat kejadion;
menyuruh berhenti seorang tersangka dun memerikca tanda pengenal diri
tersangka,

melakukan penvitaan bende atanu surat ;

margambil sidik jari dan memotret seseorang;

memanggil oruvig untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau salsi :
mendatangkan orang abli yang diperlukan dalam hubunzannya dengan
pemeriksaan rehara;

meagadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petinjuk dari penyiaik
bahwa tidak terdayat cukup bkt atau peristiwa tersebut buk an rocrupakan tindak
pidana dan sclanjutnya peny:dik memberitahukan hal tessebut “enada Penuniut
Uinumm, tersangxa utau keluerpanya;

mengadakan tindakan lair menurut hukum yang dapa* dipertenggungjawabkan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memberitahul:
diraulainya penyidikan dan penyampaian hesil penyidikannya kepada Penuntut Umum
sesual dengan ketertuan Undang-Undang Nomeor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.



BAP VIII
KFTENTUAN PPIDANA
Pasal 10

(1) Pelanggaran awss keteniuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 daa Pasal 8 Peravaren Dac ‘ah
ini, diancam dongan pidana kurungan paling lama 6 (enan) bulan aan deida
paling banyak Ip. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Selain ketentuaa pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak piuana yang
mengakibatkan perusakan den pencemaran lingkungan diancam pidana sesna.
dengan perciucen perundang-undangan yang berlaku.

(3) Tindak pidana rebagaimana dimaksud pada ayat (1), adaleh pelanggaran dan tindak
pidana sebag~imana dimaksud pada ayat (2), adalah kejahata:.

BAB iX
KFTE&NTUAN #ERALIHAN
Pasal 11

Terhacap prasarana lir gkungan, Ltilitas umum dan fasilitas sosial scria bangunan Yang
sudah ada, harus disesuaikan cengan ketentan dalam Perafuran Daerah ini dan
di'aksanakan secara bertahap.

BAB X
PENUTU?
Pasal 12

Masa berlakunya Peraturan Daerah ini selama 10 (sepuluh) tahun (2009-2019), dengan
ketentuan setelah 5 (lima) whun berjalan dapat diadakan peninjauan kzmbali.

Pasal 13

Hal-hal yang scrara teknis belum diatur dalam Peraturan Daerah ‘ni, akan ditetankan
lebih lanjut sepanjang mengenai peraiuran pelaksanaannya dengan Peraturan Waliketa,

Pasal 14

Dengan berlakinya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daecah '« tamadya Deerah
Tingkat 11 Paiembang Nomor 4 Tahun 1980 temang Rencara Terperinci ’usat
Perdagangan Ilegional Scberang Ulu Palembang serta seluruh peraturan teknis
pelaksanaannyz, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15
Seraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundungan Peraturan
Daerah ini, dengan penempatarnya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang
pada tangpal 29 me{ 2009
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